BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- 4)2 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA BANTUAN BELANJA HIBAH UANG KEPADA USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang

Mengingat

AN. KELOMPOK UMKM PATADDEKAT

BUPATI KEPULAUAN MENTAWALI,

. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

Pemerintah Daerah memberikan dukungan bantuan modal
kepada kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
sehingga terwujud perekonomian masyarakat yang mandiri;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati

Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan daftar
penerima hibah uang, barang atau jasa yang akan dihibahkan
dan besaran uang atau jenis barang atau jasa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penerima Bantuan Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025 an.
Kelompok UMKM Pataddekat;

. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
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. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,

Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6619);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 21 Tahun 2021
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 26 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025;



Menetapkan :
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

Penerima bantuan belanja hibah uang kepada Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran
2025, sebagai berikut:

Nama Kelompok : KELOMPOK UMKM PATADDEKAT

Alamat : Dusun Sakaladat, Desa Simalegi, Kecamatan
Siberut Barat

No. SKTK : 500.10.12.1/252/KESBANGPOL/XII-2024

Pengurus : Ketua : Sudirman

Sekretaris : V. Triyani Mulyaningsih
Bendahara : Takhinam

No. Rekening : 2113.0207.00040-5
Jumlah Bantuan : Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)

Penerima Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU bertanggung jawab terhadap penggunaan dana yang
diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada
Bupati melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan pada tahun anggaran berkenaan.

Bantuan belanja hibah uang kepada penerima sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU disalurkan langsung ke rekening
bank penerima bantuan.

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025, Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro

dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil,
Kode Rekening 5.1.05.05.05.0001.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 17 Novpmlpr 2025

BUPATI KEPULAUA ENTAWAI,

RINTO WARDA



